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Mengingat 

BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR g TAHUN 20OT 

+st 

a. bathwa guna meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas ken)a 
serta dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah, 
maka perdu memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan 
tempat bertugas dan Beban Kerja kepada Pejabat Struktural 
dan Non Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Jepara 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati 

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengab; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Permenintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan.. 

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DAN BEBAN KER.JA 
BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL PADA 
SATUAN KER.JA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

BUPATT JEPARA, 



• Menetapkan 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578), 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Angara ""gs'an an Belarya paerah Kabopaten 
Jepara Tahun Angge 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2007 Nomor 1); 

8. Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 913/421 tentang Persetujuan Tambahan 
Penghasilan Beban Kerja dan Lokasi Tempat Bekerja 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DAN BEBAN KERJA BAGI 
PEJABAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL PADA SATUAN 
KER.JA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 1 

• 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 Tambahan penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas adalah tambahan penghasilan 
yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipi (PNS) yang bertugas di Wilayah 
Kecamatan Karimun Jawa 

2 Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghaslan yang 
diberikan kepada Pejabat Negara Struktural maupun Non Struktural pada Satuar 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara. 

Pasal 2 

Tambahan Penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 diberikan setiap bulan 
yang besarannya tercantum dalam Lampiran I, Il dan Ill Peraturan Bupati ini 

Pasal 3 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut 
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007. 

Agar .•........ 



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berta Daerah Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 21 April 2007 

• Diundangkan di Jepara 
Pads tanggat a1 ~& 2cv) 

SEKRETARIS DAERAH UPATEN JEPARA, 
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1 
HENDRO MARTOJO 
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BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR _ }  
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LP1RAN I PERA TURAN BUPATT JEPARA 

Nomor : B Ta .cw 
Tanggat: At AR.L A7 

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KER.JA 
BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL 

DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

NO. ESELON /JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

1. Bupati. Rp 1.500.000, 

2. Wakit Bupati. Rp. 1.275.000, 

3. Eselon It-a. Rp. 1.125.000, 

4. Eselon l-b. Rp. 750.000, 

5. Eselon 111-a. Rp 600.000, 

6. Eselon IV-a. Rp. 225.000, 

7. Non Struktural. Rp. 50.000, 
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATT JEPARA 
Nomor : 8 talc er] 
Tngat: =' rt 2eT 

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KER.JA 
BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL 

DILUAR SEKRETARIAT DAERAH 
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

NO. ESELON /JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

1. Eseton It-b. Rp 600.000, 

2 Eselon Ill-a. Rp. 450.000, 

3. Eseton It-b. Rp. 225.000, 

4. Eseton v.a. Rp. 150.000, 

5. Eseton IV-b. Rp. 112.500, 

6. Eselon V. Rp. 100.000, 

7. Non Struktural. Rp. 50.000, 
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HENDRO MARTO.JO 
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TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS 
BAGI PNS YANG BERTUGAS WILAYAH KECAMATAN KARIMUN JAWA 

NO. U R A I A N  TAMBAHAN PENGHASILAN l 

1. Bantuan Transportasi. Rp. 200.000, 
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PENELITIAN SURAT 
mat 

HENDRO MARTO.JO 
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TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS 
BAGI PNS YANG BERTUGAS WILAYAH KECAMATAN KARIMUN JAWA 

NO. U R A I A N  TAMBAHAN PENGHASILAN l 

1. Bantuan Transportasi. Rp. 200.000, 

E 

PENELITIAN SURAT 
mat 

HENDRO MARTO.JO 


